
GUBDKNUK SUIIAirDKA UTAKA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2OO9

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASII-AN PEGAWAI F{EGERI SIPIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2OO9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA, .

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat
(1), ayat (1a) sampai dengan ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan

berdasarkan pertimbangan objeKif sesuai dengan kemampuan keuangan
Daerah dengan persetujuan DPRD;

Mengingat :
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2009;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 59); -'

2. Undang-Undang NomorS Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahantn

- / Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaiman telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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7.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2W tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20@. tenbng Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389); ,/
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2W Nomor t25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan lGdua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a844.);'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); -
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21O Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a028); "

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a502); .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara ReBuhlik IndonesiE Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran NeEara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 4576);
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Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 1210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005

Nomor 4578);,

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585); -
15. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 46t4);.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang

Pengelolaan Kzuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; .

17. Perafuran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera lJtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 7); .

18. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8); -
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9); .

ME]IIUTUSI(AN I -

PERATURAN GUBERTIUR TEITTATIG TAIIIBAHAT{ PEI{GHASIITil
PEGAWAI NEGERI SIPN DI II]{GKUiIGAT{ PEiIERIT{TAH PROWilSI

SUMATERN UTARA TAHUil AT{GGARAI{ 2OOg -

BAB I
KETEI{TUAI{ UMUM

Pasal I

Daerah adalah Provinsi Sumahra Utara .-

Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyebnggara Pemerintahan Daerah. -



4.

5.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pejabat

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -
Eselon adalah Tingkat jabatan Struktural. -
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasn keuangan daerah. ,
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur. .,'

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tuJuan pembangunan nasional.

Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan

terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang

prima dan lebih baik lagi.

BAB II
MAKSUD DA]I TUJUAN .

Pasal 2

(1) Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di

Ungkungnn Pemerintah Daerah. -

(2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai

Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Daerah. .

BAB III
KETE T{TUAN PE TtI BAYARAN

Pasal 3
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Pasal 4

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir a hanya diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang berhrgas pada Kantor Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir b, diberikan kepada

Widyaiswara yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Diklat Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UKIV,

Auditor Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat serta kepada para

tenaga fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan
yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III
dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 butir c diberikan kepada :

a. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubsu dan Inspekfur Provinsi

Sumatera Utara diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban

kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

b. PNS yang menduduki jabatan struklural dan Pegawai Negeri Sipil yang

namanya tercantum dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerinbh Daerah

diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini;

c. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Peftimbangan Objektif

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir d diberikan uang

Lebaran/Natal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada setiap

Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini, disamakan dengan staf

(non eselon) dengan tetap menerima tunjangan jabatannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.,'

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Depa*emen, Lembaga Pemerintah

Non Depattemen, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota lain dalam tahun

berjalan tidak rnenduduki jabatan strukhrral atau narnanya b,elum

termasuk dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerintah Daerah, tidak dapat

menerima Tambahan Penghasilan, z

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat

Daerah tidak dapat menerlma Tambahan Penghasilan. -

BAB IV
TATA CARA PEIIBAYARAN

Pasal I

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang dibayarkan setiap bulan. *

BAB V
]ATIIGKA WAKTU

Pasal 9

Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari sld Desember Tahun

2009,'

BAB VI
PENUTUP

Pasal 1O
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Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. '

Agaf setiap orang filengetahuinya memerinEhkan pengundaRgan

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara. 7

Ditetapkan di

pada tanggal- r At'u 2ocE

GUBERNUR SUM IERA UTAM,.

RIFIN

Diundangkan di Medan

Pada tanggal 22APri1 2009

R,E. NAINGGOLAN

po*erAHUN zoog NoMoR 13BERITA



IAMPIMN I PERATURAN GUBERNUR SUMATEM UTARA

NOMOR r? i?fiurv 7109

TANGGAL 'za ,bri L am'g

TAMBAHAN PENGHASII-AN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PEGAWAI NEGERI

SIPIL IGNTOR PERWAKITAN PROVINSI SUIVIATERA ['TAM DI ]AKARTA

NO. ]ABATAN TAMBAI'IAN
PENGHASflSN/ BUIAN

(Rp)

1 Kepala Kantor 3.000.000,-

2 Kasubbag 2.000.000,-

3 Staf

1. Golongan IV 1.700.000,-

2. Golongan III 1.700.000,-

3. Golongan II 1.200,000,-

4. Golongan I 1.000.000,-



LAMPIMN II PEMTURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR '? 
'ilrrr'rr #d{t

TANGGAL +r Atril .xW

TAMBAHAN PENGHASIIAN TENAGA FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN DIKIAT

PROVINSI SUMATEM UTARA, DINAS KESEHATAN, DINAS KOPEMSI DAN UKM SERTA

DINAS PTRTANIAN PROWNSI SUfVIATERA UTARA

Iltn
I lrsr.

.lAE ATAT.T
JrlDFT I AI{ ^nt 

rrir-,tttr\frvr|-\,4Ir\J,l\lI TAM BAHAN PENGHASi|-AN/

BULAN (Rp)

1 \A/idyaiswara Utama IV/d s/d IV/e 4.000.000,-

z Wiciyaiswara Madya IV/a sid ivic 3.000.CI00,-

3 Widyaiswara Muda III/c s/d TTTId 2.000.000,-

4 Widyaiswara Pratama III/a s/d rrr/b 1,500.000,-



I.AMPIRAN III PERATUMN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR t? 'rnfi/n/ p4Vv

TANGGAL Al &ri, e\6r)^

TAMBAHAN PENGHASIISN TENAGA FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTOMT

PROVINSI SUMATEM UTARA

'rrnIIL.'.
.l ltlATA irJflE,t"r I Atr TAMBAHAN PENGHASITAN/

BUTAN (Rp)

I Auditor Ahii Madya /.3UU.UUUr-

2 Auditor Ahli Muda 2.000.000,-

3 Auditor Ahli Pratama 1.750.000,-

4 Auditor Penyelia 1.500.000,-

5 Auditor Pelaksana lanjutan 1.250.000,-

6 Auditor Pelakana 1.000.000,-



LAMPIRAN IV PERAruRAN GUBERNUR SUMATEM UTARA

NOMOR "0. r'b Tfr+hrrr 
"6WTANGGAL #L Af,.r t 36ar?

TAMBAHAN PENGHASII.AN TENAGA FUNGSIONAL PENEUTI PADA BADAN PENELMAN DAN

PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO. JABATAN TAM BAHAT{ PENGHASILAN/

BULAN (Rp)

1 Peneliti Utama 2.500.000,-

2 Peneliii Madya 2.000.000,-

3 Peneliti Muda 1.750.000,-

4 Peneliti Pertama 1.500.000,-



IAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATEM UTAM

NOMOR I\ M p6sr7

TANGGAL S-?. hh",l ?a1

TAMBAHAN PENGHASIIAN BERDASARKAN BEBAN KERIA KEPADA SEKRETARIS DAEMH,

ASISTEN, STAF AHLI GUBSU, DAN INSPENITUR PROVINSI SUMATEM UTAM.

N0. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/

BULAN (Rp)

1 Sekretaris Daerah Provinsi 25.000.000,-

2 Asisten Setdaprowu 20.000.000,-

3 Staf Ahli Gubsu 10.000.000,-

4 Inspektur 10.000.000,-



IAMPIMN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATEM UTARA

NoMoR lh {muvwi/,
TANGGAL xx lteitr Wa

TAMBAHAN PENGHASIIAN BERDASARKAN BEBAN KER}A DI UNGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATEM UTARA

NO. JABATAT.I TAM BAHAN PENGHASI iAT.i

/BU|3N (RP)

1

Kepala DinaslBadan, Sehruan
Direktur RSJ, Kepala Biro dan Ka.
Satpol PP

6.000.000,-

2
Kabag/Kabid/Seketa rislKepala
UPTDAA/akil RSI

2.500.000,-

3
Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan
Kasubbao UPTD

1.500.000,-

4 Staf

a. Golongan III dan IV 1.000.000,-

b. Golongan I dan II 750.000,-


